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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PERENCANAAN PAGAR DAN POS JAGA, RENOVASI MASJID DAN 

TOILET, SERTA PENATAAN LANDSCAPE DINAS BMCKTR  

 

1. Latar Belakang dan Gambaran Umum Pekerjaan 

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan perubahan dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi 

Sumatera Barat No 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Daerah menyebutkan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada provinsi. 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari : Sekretariat, idang Cipta Karya, Bidang, 

Bina Marga, Bidang Tata Ruang, dan UPTD. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, 

harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, diperlukan juga 

peremajaan interior untuk menciptakan kenyamanan kerja. Berdasarkan hal tersebut, pada 

Tahun 2025 ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mengalokasikan dana 

untuk melakukan Perencanaan Pagar dan Pos Jaga, Renovasi masjid dan toilet, serta 

Penataan Landscape Dinas BMCKTR  

2. Maksud dan Tujuan 

a. Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan uraian ruang lingkup jasa 

konsultansi, sehingga calon penyedia jasa konsultansi memahami ruang lingkup jasa 

yang akan dilaksanakan dan menyampaikan penawaran yang wajar. 

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana 

yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan 

diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Konsultan 

Perencana. 

c. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai 

KAK ini. 

 



3. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen/laporan perencanaan konstruksi 

pekerjaan Perencanaan Pagar dan Pos Jaga, Renovasi masjid dan toilet, serta Penataan 

Landscape Dinas BMCKTR . 

4. Lokasi Pekerjaan 

Jalan Taman Siswa nomor 1 Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera 

Barat 

Lokasi ini berada di Kawasan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 

Sumatera Barat. 

 

          Area Lokasi Pekerjaan 

5. Sumber Pendanaan 

a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

Anggaran 2025  

b. Pagu Dana sebesar Rp80.000.000,00 

c. Nilai HPS sebesar  Rp79.994.000,00  

d. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara 

kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai 

peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan 

bangunan gedung negara, yang terdiri dari : 

o honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, 

o materi dan penggandaan laporan, 

o  Pembelian dan atau sewa peralatan 

o  Biaya Penyelidikan tanah sederhana 

o sewa kendaraan, 

o biaya rapat-rapat, 



o perjalanan (lokal maupun luar kota), 

o biaya komunikasi 

o  asuransi atau pertanggungan 

o pajak dan iuran daerah lainnya 

e. Biaya honorarium tenaga ahli mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaaan Umum 

Nomor 33/KPTS/M/2025 Tahun 2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga 

Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi 

Konstruksi 

f. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan 

perencanaan yaitu : 

a) Laporan Pendahuluan 

b) Laporan Antara 

c) Laporan Akhir   

(Dimana masing-masing berupa hard copy sebanyak 4 rangkap, untuk gambar 

berupa format A3)   

g. Pembayaran biaya Konsultan Perencana berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan 

sesuai dengan kontrak Lumsum. 

h. Jika dana tidak tersedia akibat rasionalisasi anggaran, maka penyedia batal 

melakukan penandatanganan kontrak 

6. Nama dan Organisasi (PA,PPK dan Satuan Kerja) 

Nama PA  : Erasukma Munaf, ST, MM 

Nama PPK  : Harry Richardo, ST, MT 

Satuan Kerja : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera  

  Barat 

7. Data Dasar 

Untuk data dasar kegiatan perencanaan konstruksi yang diperlukan adalah Harga Satuan 

Pekerjaan Kota Padang Tahun 2025 dan data yang tercantum pada KAK yang menjadi 

acuan pelaksanaan dan apabila ada informasi lain yang diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas konsultansi dapat berkonsultasi dengan pemberi tugas maupun pihak-

pihak yang terkait. 

8. Standar Teknis 

 Kepmen PUPR No. 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga 

Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi 

Konstruksi 



 SNI Konstruksi 

 SHST Kota Padang Triwulan IV Tahun 2024 

9. Referensi Hukum 

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 tahun 2012 tentang tata cara 

pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung 

kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku jasa usaha konstruksi 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara 

10. Lingkup Pekerjaan 

a. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah Jasa konsultansi Perencanaan Pagar 

dan Pos Jaga, Renovasi masjid dan toilet, serta Penataan Landscape Dinas 

BMCKTR . 

b. Lingkup Tugas 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dapat meliputi tugas-tugas 

perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan 

gedung negara yang terdiri dari: 

1) Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, 

membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 

2) Menyusun Pra Rencana. 

3) Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : 

 Rencana Sipil, beserta uraian konsep/rehab dan perhitunganya, 

 Rencana Arsitektur, dan uraian konsep/rehab yang mudah dimengerti, 



 Rencana Utilitas, 

 Perkiraan Biaya. 

4) Penyusunan rencana detail antara lain membuat : 

 Gambar-gambar detail, baik sipil maupun arsitektur yang sesuai dengan 

kebutuhan rehab dan telah disetujui melalui disukusi dan asistensi dengan 

team teknis, 

 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

 Rincian Volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan, 

5) Mengadakan persiapan pengadaan langsung, seperti membantu Pejabat Pembuat 

komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen persiapan. 

6) Membantu Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan. 

11. Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja 

ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: 

a. Laporan Pendahuluan 

Laporan ini akan mencakup hal–hal yang berkaitan dengan konsepsi rancangan dan 

pra rancangan. Laporan Pendahuluan minimal terdiri dari: 

1) Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan 

perencana, 

2) Konsep skematik rencana teknis, 

3) Laporan data dan informasi lapangan, 

4) Gambar-gambar Pra-rencana 

5) Perkiraan biaya pembangunan 

6) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

Laporan pendahuluan diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam format A4 dan 

dipresentasikan kepada PPK dan tim kegiatan; 

b. Laporan Antara 

Laporan ini akan mencakup hal–hal yang berkaitan dengan tahapan pengembangan 

rancangan minimal terdiri dari: 

1) Gambar pengembangan rencana sipil dan arsitektur, 

2) Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan, 

3) Draft rencana anggaran biaya, 

4) Draft rencana kerja dan syarat-syarat 



Laporan Antara diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam format A4 dan 

dipresentasikan kepada PPK dan tim kegiatan; 

c. Laporan Akhir 

Keluaran pada tahap ini berupa dokumen rancangan detail yang paling sedikit 

meliputi: 

1) Gambar rencana teknis sesuai dengan kebutuhan 

2) Spesifikasi Teknis 

3) Estimate Engineering (EE) 

4) Rancangan Konseptual SMKK 

Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam format A4 (untuk 

Gambar dalam format A3) dan dipresentasikan kepada PPK dan tim kegiatan; 

12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA/PPK 

a. Data dan Informasi 

Data dan informasi berupa dokumen Pemerintah dan Informasi umum tentang 

ketentuan/ Peraturan petunjuk teknis bangunan/gedung negara melalui Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

b. Staf tenaga/pendamping 

Pengguna jasa dapat mengangkat staff tenaga/pendamping/pengelola proyek 

(counterpart) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. 

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 

Guna mendapatkan hasil pekerjaan sesuai yang diharapkan, dalam pelaksanaan pekerjaan, 

penyedia jasa konsultansi harus menyediakan beberapa peralatan dan material yang 

memadai diantaranya : 

 Peralatan kantor berupa hardware pengolah data : komputer / laptop, printer, Scanner, 

dll 

 Software pendukung yang diperlukan. 

 Kamera digital / HP 

 Peralatan untuk presentasi : infocus 

14. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi 

a. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa Perencanaan 

yang berlaku dilandasi pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa 

Konstruksi. 

b. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 



 Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar 

hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan 

ketentuan perundang- undang yang berlaku.  

 Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-

batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti 

dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang 

akan diujudkan.  

 Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, 

standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan 

gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.  

 Hasil karya perencanaan yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Teknis 

dalam batasan nilai fisik pembangunan sesuai interpolasi biaya pagu dana 

perencanaan dengan nilai biaya pembangunan full design. 

15. Persyaratan Penyedia Jasa 

Penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan: 

 Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 

usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa; 

 Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk 

menyediakan jasa; 

 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 

dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 

 Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, 

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak 

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir; 

 Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur; 

 Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi Kualifikasi Bidang Usaha Kecil Sub 

Layanan Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) 

KBLI 71101 atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non 

hunian (RK001) KBLI 71102; 

 Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan 

menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 



pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) 

tahun; 

 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan 

dalam pengadaan jasa; 

 Tidak masuk dalam daftar hitam; 

 Memiliki alamat tetap dan jelas serta dijangkau dengan pos; 

 Tenaga ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus : 

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);   

b. lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi 

oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian Negara, atau perguruan tinggi 

di luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang 

berwenang di bidang pendidikan tinggi; 

c. mempunyai pengalaman di bidangnya; 

16. Jangka Waktu Pelaksanaan 

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari 

kalender sejak diterbitkannya SPMK kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

17. Tenaga Ahli 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak konsultan  harus menyediakan tenaga-

tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi konsultan untuk menjalankan kewajibannya 

sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini, yang bersertifikat dan disetujui 

oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. 

Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut: 

a. Team Leader (Tenaga Ahli Arsitektur) : 1 (satu) orang 

 Pendidikan Strata 1 (S1)  jurusan Arsitektur lulusan  universitas atau 

perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau 

yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah 

diakreditasi; 

 SKA Ahli Arsitektur Muda / SKK Asisten Arsitek Jenjang 7  

 Berpengalaman di bidang perencanaan pekerjaan dengan pengalaman minimal 

2 (Dua) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. 

 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: 

 Membuat kerangka umum/konsep rencana arsitektur, dan pengembangan desain 



 Menerjemahkan keinginan pemberi tugas untuk pekerjaan ini. 

 Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan (metodologi kegiatan), baik 

dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian akhir dari hasil 

keseluruhan kegiatan studi. 

 Mengkoordinasikan semua komunikasi lisan maupun tertulis dengan Pemberi 

Tugas sehubungan dengan aspek teknis yang berkaitan. 

 Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang 

ada 

 Bertanggung jawab atas semua bentuk laporan yang diminta pemberi tugas 

termasuk aspek administrasi, teknik dan keuangan. 

b. Tenaga Ahli Bangunan Gedung : 1 orang 

 Pendidikan Strata 1 (S1)  jurusan Teknik Sipil lulusan  universitas atau 

perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau 

yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah 

diakreditasi; 

 Sertifikat Keahlian (SKK) Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung jenjang 7 

 Berpengalaman di bidang perencanaan pekerjaan dengan pengalaman minimal 

1 (Satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. 

 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: 

 Melakukan analisa, perhitungan dan perencanaan struktur / konstruksi bangunan 

 Menyusun pelaporan dan perhitungan struktur 

 Melakukan koordinasi dengan Team Leader, tenaga ahli yang lain dan tenaga 

pendukung yang ada 

 Membuat analisa teknis dan persyaratan bahan 

 Mampu dalam memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang muncul 

dalam tahap pelaksanaan akibat kesalahan perencanaan 

 Melakukan kontrol kualitas dokumen perencanaan 

c. Tenaga Ahli K3 Konstruksi : 1 orang 

 Pendidikan Strata 1 (S1)  jurusan Teknik Sipil lulusan  universitas atau 

perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau 

yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah 

diakreditasi; 

 Sertifikat Keahlian (SKK) Ahli Muda K3 Konstruksi jenjang 7 



 Berpengalaman di bidang perencanaan pekerjaan dengan pengalaman minimal 

2 (Dua) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. 

 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: 

 Merencanakan serta munyusun prosedur dan pelaksanaan K3 

 Mengidentifikasi tingkat risiko dan bahaya pekerjaan. 

 Menyusun dokumen Rencana Konseptual SMKK 
 

Tenaga Ahli diatas juga membutuhkan tenaga pendukung antara lain : 

1) Drafter / CAD Operator : 1 Orang 
 Pendidikan SMK Bangunan, lulusan Sekolah Negeri atau Swasta 

 Berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun 

Tugas dan tanggung jawab tenaga Ahli Juru Gambar adalah  
 bertanggung jawab penuh terhadap Design dan bangunan di lapangan sesuai 

dengan bidang keahliannya dan berkoordinasi kepada tim lapangan Serta 

bertanggung jawab kepada Tenaga Ahli Arsitektur dan Struktur juga Team 

Leader. 

2) Estimator 
 Pendidikan SMK Bangunan, lulusan Sekolah Negeri atau Swasta 

 Berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun 

 Tugas dan tanggung jawab tenaga Ahli Estimator adalah  

 bertanggung jawab penuh terhadap menganalisis rencana, pengukuran dan 

perhitungan volume bangunan sesuai dengan bidang keahliannya dan 

berkoordinasi kepada tim lapangan Serta bertanggung jawab kepada Tenaga Ahli 

Arsitektur dan Struktur juga Team Leader. 

18. Personil 

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah terdiri dari. 

 
Posisi 

Kualifikasi Jumlah 

Pendidikan Keahlian *) Pengalaman 
Orang 

Bulan (OB) 
(Min)  

Tenaga Ahli : 
Ahli Arsitektur 

 (101)  
(Team Leader) 

S1 
(Teknik 

Arsitektur) 

SKA Ahli Arsitektur Muda / SKK 
Asisten Arsitek Jenjang 7 

 
Min. 2  tahun 

 
1 

Ahli Bangunan 
Gedung S1 

(Teknik Sipil) 
SKK Ahli Muda Teknik Bangunan 

Gedung Jenjang 7 

 
Min. 1 tahun 

1 



Ahli K3 
Konstriksi  S1 

(Teknik Sipil) 
SKK Ahli Muda K3 Konstruksi 

Jenjang 7 

 
Min. 1 tahun 

1 

Tenaga Pendukung : 
Drafter SMK 

Bangunan 
- Min.1 tahun 1 

Estimator SMK 
Bangunan 

- Min.1 tahun 1 

 

Catatan: 
- Tenaga Ahli harus mencantumkan Curriculum Vitae (CV), SKA, Ijazah, NPWP dan SPT Tahunan 
- Tenaga Pendukung melampirkan Ijazah 

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 

No Perihal Januari Februari Maret 

1 Persiapan pengadaan             

2 Proses Pengadaan 
Barang/Jasa (PBJ) ; 
Pengadaan Langsung 

            

3. Pelaksanaan pekerjaan 
perencanaan 

            

 

20. Laporan 

Laporan yang menjadi keluaran Perencanaan ini meliputi  

a. Laporan Pendahuluan, dalam format A4 sebanyak 5 eksemplar, 

b. Laporan Antara dalam format A4 sebanyak 5 eksemplar, 

c. Laporan Akhir yang terdiri dari: 

 Gambar rencana teknis sesuai dengan kebutuhan 

 Spesifikasi Teknis 

 Estimate Engineering (EE) 

 Rancangan Konseptual SMKK 

Laporan Akhir diserahkan dalam format A4 sebanyak 5 eksemplar (untuk Gambar 

dalam format A3) 

21. Penutup 

a. Penyedia jasa tidak akan menuntut jika terjadi penundaan dan pemotongan waktu 

kontrak maupun kegagalan yang disebabkan oleh faktor teknis/non teknis  lainnya 

serta kondisi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. 



b. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya 

memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain 

yang dibutuhkan. 

c. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja 

untuk  dibahas dengan Pengguna Anggaran, PPK dan Tim Teknis (jika ada).    

d. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis 

kertas, tulisan, maupun sampul dll. 

 

                                                                 Padang,    Februari 2025 

  Disiapkan oleh: 
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